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Skripsi ini menganalisis efektivitas penerapan peraturan 208/PMK.03/2009 dan PER- 32/PJ2010 mengenai
angsuran PPh Pasal 25 Wagjib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di KPP Pratama Jakarta Kelapa
Gading yang mencakup efektivitas bagi Kantor Pelayanan Pgjak yang diukur dari pencapaian ekstensifikasi
dan intensifikasi dan Bagi Wajib Pgjak yang diukur dari pencapaian asas keadilan dan kemudahan. Hasl|
yang ditemukan adal ah sudah tercapainya pel aksanaan ekstensifikasi karena pengaruh perluasan definiss WP
OPPT, tetapi peraturan ini tidak berhasil untuk meningkatkan jumlah WP OPPT baru secararill dan
signifikan, karena penambahan rill WP OPPT baru lebih dipengaruhi oleh kegiatan penyisiran, bukan karena
adanya peraturan baru. Selain itu, didapatkan hasil bahwa peraturan ini akan menaikan total penerimaan
pajak dari WP OPPT, walaupun penerimaan angsuran bulannya akan mengalami penurunan karena adanya
penurunan tarif dari 2% menjadi 0.75%. Sedangkan pencapaian asas keadilan dan kemudahan bagi Wajib
Pajak sudah tercapai dari adanya perluasan definisi, akan tetapi, perubahan besar tarif akan menyebabkan
kurang bayar yang sangat tinggi yang akan memberatkan Wajib Pgjak di akhir tahun yang mencerminkan
ketidakadillan bagi wajib pagjak dan perubahan sifat tarif tidak mengambarkan kemudahan administrasi
pajak karena Wagjib Pajak harus melakukan perhitungan kembali diakhir tahun. Disisi lain, ketidakwajaran
besar angsuran PPh Pasal 25 dengan SPT terutang dikarenakan penetapan tarif yang bersifat flat terhadap
seluruh tingkat pendapatan Wajib Pgjak. Ketidakadilan ini akan meningkatkan ketidakpatuhan Wajib Pajak.
...... This paper analyzes the effectiveness of the application of regulation regarding installment PER-
32/PJ2010 208/PMK.03/2009 about PPh Article 25 Employersindividual taxpayer in KPP Pratama Jakarta
Kelapa Gading that comprises the effectiveness for the tax office measured from the achievement of
extensification and intensification and for taxpayers who measured by achievement of fairness and easiness.
The results found are already achieving the implementation of the extension due to influence of the
expanded definition of WP OPPT, but its inefective in increasing the number of WP OPPT, because the
increasing figures of WP OPPT more affected by combing activities, not because of the new regulations. In
addition, the results showed that this regulation would raise the total tax revenue from WP OPPT, although
monthly installment receipts will decline due to lower rates from 2% to 0.75%. While the achievement of
pronciples of fairness and easiness for taxpayers have been achieved from the extension of definition,
however, magjor changesin tarrifs will raise number of underpayment rate which will burden the taxpayer at
the end of the year, thus also reflects unfairness for the taxpayer. The changing nature of the tariff does not
reflects easiness of tax administration because the taxpayer must do re-calculate their tax at the end of the
year. On the other hand, there is a primness difference between PPh Article 25 installments with SPT
payable amount due to flat tariffs on all levels of income taxpayers. This unfairness will increase taxpayer
noncompliance.
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